LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2001 SERI B NOMOR g

_—f—_‘\___-___\\—______—____

NOMOR 22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN
AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAMAN ANGGARAN DASAR
BADAN HUKUM KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI

A . | 0 ’ H Y
Menimpang : A, bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan
us2ha vang dilakukan oleh Koperasi, dipandang petlu untuk

memberilan status Badan Hukum kepada Koperasi dendan

Do vl AL Do fiiia ...
rengesandn AKca rﬁlldliqu‘/nya;

b.  bahwa seiring dengan dinamila yang terjadi dalam dunia usaha,
tarbuka kemungkinan bagi Badan Hukum Koperasi untulk
melakulan perubahan tertentu terhadap Anggaran Dasar nya yang
memelurkan pengesahan atas perubahan tersebut;

c.  bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b serta
dendan memperhatikan pula terjadinya pelimpaban wewenang
tentang  Penunjulan  Pejabat yang berwenang memberikan
pengesahan Alda Pendirian, Perubahan Angqaran Dasar dan
Pembubaran Koperasi, dipandang perlu mengatui persyaratan dan
sesuai taty cary Pengesaban atas Alta Pendirian dan Perubahan
Anqqgaran Dasar Badan Hukum Koperasi yang pengaturannya

ditetapkan dengan Peraturan Daenh.

] 5 . | ~r [
Mengingat -1 Undang-unding Nomor 29 Tanun 1959 tentang Pembentukan
- -
Daerha-Daerah Tinglat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
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(] ]

;’”q“”g undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembanan Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembatan

Nedara Nomor 3502);

Unda ng ’-"‘d‘"s‘ Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Dacrah ¢ (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan

| | ST
LaIoairan n’\’Eg:ﬂ'a r‘:om(}i‘ 3830‘

O tentang Perubahan atas
0

-~

Undang-undang iNomor 11 Tahun 200
Und ey
vndang-undang Momer 51 Tahun 199

Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabuoatcn Bangqal

-

J boh"lvl h TS
entang Pembentulan

’\CP(“JU]” \LL(T}‘ A TAT) f\]cg‘”‘] T‘”)un _LLIUU I\IO”)OI /D In”n[)d')an
Lembaran ann Nomor 3050).

Nrofa ks D Ly
rk'-uuru: an/cn ;l\“ } rwumg_“ .:. Ta!}un ..7-0— kcnnanu rcl)yqla\drl

dan Taty Cary Pengesahan Alta Pendirian dan Perubahan Anggaran
asar [operasi (Lembaran Neqara Tahun 1994 Nomor 8;

<)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran
Koperasi oleh Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 1994

NAamar 24).
™maomor i4);

N.vad 1. [ Py 01
reialdian Feimciin
meminhh pw

enangan | sise
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

vienengan Nomor 2 f/l /:V‘\ENEu/i\
Peiabat yang benvening untuk memberilan Pengesthan Alda
Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasl.

Payaturan Daanah Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 1998 tentang

Penyidil Peqawai Neqeri b|p|| Daerah Tinglat Il Bangqga;

Peraturan Daerah 1Ghupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000
{ewenandan moupatcn Ban qqm (Lembaran  Neqara

1/shiinadaw Ba
AoUpaten odl

tentand

A\
=
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Dengan, Per:-.etu[uan
DEWAN PERWWA I«
YAKILAN
LRAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGA|

Menetapkan . PERATY RAN n
VAER
PERSYARATAN par o H  KABUPATEN  BANGGAI TENTANG

DAN
DAN PERUBAHA[\\;TAATQCAM PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN
KOPEPAS) GCGARAN  DASAR  BADAN HUKUM
BAB. |

KETENTUAN UMUM
Pasal
Dalam Peraturan Daerab ini yang dimaksud dengan .

Bupafi adala}) B(.lpﬁ(‘i Ba,')gga[;

Pemerinta}, adalah Pemerintah abupaten Banggqai;

Pejabat adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai;
Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seoiang atau Badan Hukum
Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai
Gerakan Ekonomi Ra lovat yang berdasarkan 3t3s 2735 |<e|<e|Lla',gaAr);

Akta Pendirian Koperasi adalah Alta Perjanjian yang dibuat oleh para penditi dalam
rangka Pembentukan Koperasi, dan memuat Angdaran Dasar Koperasi;

6. Angdaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tshun 1992 tentang
Perkoperasian;

_4:\ V:J~l l_‘\_) —

wn

BAB I
KEWENANGAN PENGESAHAN

Pasal 2

ap Alcta Pendirian Koperasi dan

i ber memberilan cngesahan terhad
(). Bupati berwenang P P Bl ulues tesper, e

Pengesahan terhadap pPerubahan atas Anggaran Das
melakukan penolakan pengesahannya.
(2).  Dalam melaksanalan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Bupati
dapat menunjuk Pejabat.
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, BAB 1)
FARATAN DAN TATA
HAN AKTA PENDIRIA

PERSY

PENGESA CARA

N KOPERAS|

Bagian Pertam;
Persyaratan

Pasal 3

Koperasi memperoleh status Badan Hulewm setelah Akta Penditiannya disahian Bupati.

Pasal 4

. Untuk mCDdJPaH(an Pcngesahan terh

adap Alta Pendirian Koperasi, para penditl atau
kuasa para pendiri mengajulan permin

taan pengesahan secara tertulis kepada Bupati.

(2). Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diajulan dergan melampirkan :
a. 3 (tiga) rangkap Akta Pendirian;
b. Berita Acara Rapat Pembentulan, termasulk pemberian kuasa untul mmenanda tangani
Alda Pendirian sel<a|igus sebaqai pendiri dan untul pertama lali sebagai Penquius;

Surat Bukti penyetoran modal, selurang-kurangnya sebesar Simpanan Polok;
Rencana awal kegiatan usaha;

Daftar hadir rapat pembentulan;

Foto copy KTP dari masing-masing anggota pendiri (untul Koperasi Primer),
sedangkan untulk Koperasi Sekunder Surat Kuasa dari masing-masing Koperasi
anggota pendiri kepada yang ditunjul untule menghadiri 1apat pembentukan
Koperasi Sekunder.

™Nooan

Bagian Kedua
Tata Cara Pengesahan Alda Pendirian Koperasi
Pasal 5

Apabila permintaan pengesahan atas Akta Penditian Koperasi telah dilakulan 5‘35“3‘ dengan
kekuatan sebagaimana d imalesud dalam Pasal 4. kepada pendiri atau luasanya diberilkan tand?

terima.
Pasal 6

(1). Bupati memberilan pengesahan terhadap Akta Pendirian Kopetasi, apabila ternyata

setelah penelitian Anggaran Dasar Koperast :
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2. Tidak belfcnfar)ga” d
e .
Perkoperasian; ks U""a”g"undang Nomor 25 Tahun 1992 tent
e wn en ang

b. idak eiten
angan dengan ke N iban Umum dan | I
b tent tert Kesusilaan,

p ngesahan atas /-\l(fa Feni' ian t Bupat dalam
. e . qlrig Kopel'asl' ) n ndan n p
la ka al( i all 'a, ] ( ) d| C’fapka de ga KCP""US& ati 3'
. (XA a
Saba - sza"a l n I(a ; 5 E|ga) bU al) &el’hf&ul)g SCI&I( d“ﬁﬁ”l 73”y3 Per ”i 7&33”

pernyataan pengesahan disampyi
! . aikan | n u (@]
dalam jangka wakty palmg IP €Pada pendiri atau kuasanya de gan surat tercatat

ama 7 . ) X
dtetaplan 37 Ctujub) hayi ’cerblfung sefak keputusan pengesahan

Pasal 7

Dalam hal permintasn
Pengesahan atas Al asi di
penolalan serta 3]353,,\/3 herikut betls - ta Pendirian Koperasi ditolak keputusan

Femintaan disampaikan secary tertukis kepada

pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalarm tanl palia . i Ed

Bulan terhitung sejak diterim ‘mi ™ lingia waldu paling fama 3 (tiga)
' 1ANY3 permintaan pengesahan secara lengkap;

Terh: enolakan penge :
' a'daLp p ”? akan pengesahan tersebut, para pendiri atau Luasanya dapat mendajukan
permintaan ulang pendesahan atas Akta Pendirian Koperas: dal '
e san wling. . t Fendirian Koperasi dalam waktu paling lama
satu) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan;

Pel'mir?’cAAD ulang tersebut diajulan secary tertulis dengan memenuhi persyarafaﬁ
sebagaimana dimaksudlan dalam Pasal 4 Ayat (2),

. Terhadap pengajuan permintaan ulang yang telah memenuhi ketentuan dalam Ayat (2)

dan (3) Bupati memebrikan tanda terima kepada Pendiri atau Kuasanya
Pasal 8

Bupati memberikan keputusan terhadap permintaan ulang sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 Avat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan tethitung sl

diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lenglap;

Dalam hal pengesahan Akta Pendirian Koperasi diberilan, Bupati menyampaikan Surat
Keputusan pengesahan dan Akta Penditian Koperasi yang telah mendapatkan pernyataan
pengesahan kepada Pendiri atau Kuasanya dengan sunat tercatat dalam jangka waktu
paling larna 7 Ctujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan;
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L
AN ulang tersebyt merupakan putusan terakhir.

Apabila Bulpa’ci tidak 'm’in‘,be!’il@n keputusan
dalam Pasal 6 Ayat (2) atay pysy| g Ayat (1
Jiberikan berdasarkan keluatan Peraturan ’Dacral

dalam jangla waltu sebagaimana dimaksud

), pengesahan atas Akt Penditian Koperasi
rini,

Pasal 10

(). Tindalan hukum vang dilakulan Pard pendiri untuk
Alta Pendirian Koperasi disahlk .
Pendirian Koperasi mem
menyatakan menerimanya

kepentingan Koperasi sebelum
an hanya mengikat Koperasi, apabila setelah Akta
peroleh pengesahan Bupati, Rapat Anggota secara bulat
sebagai beban dan atau keuntungan Koperasi;

(2).  Dalam hal tindakan hukum tersebut tidalk
keuntungan Koperasi oleh
hukurm tersebut masing-m

dinyatakan diterima sebagai beban dan atau
apat angqota, maka para pendiri yang melakukan tindakan
asing dan atau bersama-sama bertangqung jawab secara
pribadi atau segala akibat yang timbul dari tindakan hulun) tersebut

BAB IV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
DAN TATA CARA PENGESAHANMNYA
Bagian Pertama
Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi

Pasal 1

. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan Keputusan Papat Anggota
yang diadakan lchusus untule itu;

—~
ro
-

Dalam hal AAngqaran Dasar bidak menentulan lain, Meputusan Rapat Anggota
meﬂgemi Perubahan Angaaran dasar I73f7‘/3 dapa‘c diambil aPah"la dl’lmd“'i oleh palmg
kurang 3/4 (tiga perernpat) dari jumlah selurul anggota Koperasi;
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(3).  Keputusan Rapat Ap
tersebut diset,

yang hadir,

9dota mendenai An

. gdaran Dasar K
jui oleh paling |

: operasi sa; apabila perubahan
IANg 74 (tiga perempat

) dari jumlah anggota Koperasi

Pasal 12

(1. Dalam hal terjadi
bidang usaha, pen,
bermintaan penges

perubahar, Anggaran Dy
99abungan ataq pemb
2han atys perubahan A

A1 Koperasi yang menyangkut perubahan
adian Koperasi, Penguius wajib mendajukan
g9aran Dasar secara tertulis kepada Bupati;

(2). Dalam hal perubahan

3. 3 (tiqa) rangkap Angqaran Dasar Koperasi yang telah diubah satu diantaranya
bermaterai ¢ kup; '

b Berita Acyrg Rapat Anhggcty,

(3). Palam hal Koperasi menyanglut penggabungan atau

gesahan diajukan dengan melampirkan :
andlap Angganan dasar Ko

Perasi yang telab diubah. saty diantaranya
bermater cukup; '
o Berita Acara P.apa‘cAnggo‘ca;

g baru dari Koperasi yang menerim; Penggabungan atau Koperasi yang
dibagi.
Bagian Kedus
Tata Gan Pengesahannya
Pasal 13
Apabila permintaan pengesahan tethadap perubahan Angqaran dasar l:bpe:asr telah dilakukan

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 kepada Penquius Koperasi atau
kuasanya diberilan tanda terims.

Pasal 14

(1. Bupati memberikan pendesaban {'C"hadﬂP Angdaran Dasar Koperasi hasil perubahan,
apabila femyafa setelah diadalan penelifian perubahan tersebyt .
2. Tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992
Perkoperasian; dan
b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

tentang
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(2). Pengesahan atys p
Bupati dalam ang

eruby
ka w
permintaan penges

han At ’
ket Pal’??}a!an dasal Kopetrasi ditetapkan dengan Keputusan

"9 ama 1 (satu) be hi 2k diteri
| nit ‘
o - |e,)g|<ap; lap teritung sejak diterimanya
(3). Surat Keputusan ps N Angaaian d
mendaysiiag POy AR e O dasat
ol VA3 pengesihai disampai!
dendan stnat tercyiae dala i

dang: ™ fing
KepuTUsdn pengesahan dite

ngesa : i 2 i
koperasi fizsil Petubahan yang telah
AN kepada benguiis atau kuss

{U3sanya
g lama 7 Ctujuh

alaa wale, palin ) hari terhitung sejak

fdpkan

Pasal 15
1), Dala i ;
(. Dalam hal permintaa Pengesahan atss petubahan Angqarin Dasar Koperasi ditolak,
keputusan penolakan bes

erty a|a5annya disampaikan secara tertulis kepada pengurus atau

K'uasfmya dc:ngan‘surat tercatat dalam [angla walcty paling lama 1 (satu) bulan sefak
diterimanya permintaan Pengesahan secarq lenglap;

(2). Dalam hal sebagaimang dimaksud dalam Ayat (1), Anggaran dasar Koperasi yang lama
tetap berlaku,

Pasal 16

(1). Permintaan pengesahan pert
diajukan sekaligus dengan
pemhagim);

tbahan Angqaran Dasar Ko

perasi yang malakukan pembagian
Permintaan pengesahan

Akta Pendirian Koperasi Baru hasil

(22. Pengesahan peribahan Anggaran da

sar koperasi dan pengesahan Alta Pendiran
sebagaimana dimaksud dal

Koperasi
am Ayat (1) dibelikan dalam waldu yang bersamaan.

Pasal 17

Apabil Bupati tidak memberikan keputusan dalam jangka waldtu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 Ayat (2) atau Pasal 15 Ayat (1). pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar
Koperasi diberikan berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah ini

Pasal 18
(0. Perubihan Angdaran dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bid‘ang usaha,
pengdabuingan atau pembagian loperasi wajib dilaporkan kepada Bupati paling lambat
TGatu) bulan sejak Peiubabian dilakukan;
(2)

. Perubahan Angdaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud. da!lam /‘z\yj]’fl (’1)‘wa|ib
diumumkan oleh Pengurus dalam media massa setempat paling lambat dalam jangka

- waktu 2 (dua) bulan sejak perubaban dilakukan, dar3 dilakulan 55'“*:'?”9*““"?”9”)’3
2 (dua) kali dengan tegang waktu selam paling kurang 45 (empat pulub iima) hari;

»
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(3). Dalam hal tidal dipenuhi keter by

i bt . an dalam o .
Koperasi tidakc inengikt iy, 1., Wil e lAW‘ (1) dan (2), perubahan Angdaran Dasar
L300 Ui ey - ' l
g Siiepentingan c{engan Koperssi.

BAB v
PENGUM UMAN PENGESAHAN

Pasal 19

(). Pengesahan Alda Pendirian o

erasi at '
Koperasi diumumkan olel, Btlpa’rip 1au Pengesahan Perubaban Anggaran dasar

dalam Berita Daerah;

(2). Biaya pengqumuman

badai .
Pemetintah. >ebadaimana dimaksud  dalam Ayat (1) dibebankan pada

BAB Vi
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

(1. AId—a Pendirian Koperasi yang telah merperoleh pengesaban dan Anggaran Dasar
Koperasi beserta selurub peru bahannya dihirmpun dalam suatu daftar umu m;

2). Daftar Umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terbula untuk umum, dan setiap

orang dapat memperoleh salinan Alta Pendirian maupun Angdaran dasar Koperasi atas
dasar beban biaya sendiri

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-h;] yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepaniang  mendenai
P€|a|<sanaarmya akan diatur lebib lanjut dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 2o

peraturan Daerah inj mulai bcr[aku seiak +
2Cla Kk \anggal :‘I’(lh/"‘l’) |
| ittnaanglan,
Adar setiap orang
¢ : menqctahuin D
| e S Y4, Mmemeri
ini dengan p r‘J“‘“»’Pafa’myﬁ. dahm l.c’m,haran |)qp,-~‘|m;fah}‘kan Pf‘?hﬂ!'nf\ah(lﬂ" SR i
. ! AN KJAPUPten Bt |
b P'{ n B-,(.}J»\'

Disahkan di Lywuyk
Pada tanggal 7 Juli 200

oo T,
SN B
T/ IR
'( [T <Y ‘
SRR, i N i —_—
. . NANGOSUDARTO
Dnundangkan di Luwuk A B S

pada tanggal 9 Juli 2001

SEKRETARIS KABUPATEM BAMGGAL

LA sdtlovee.

M. SALEH AKUM.
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